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Pertanian
Terancam
Alih Fungsi
Lahan

YOGYAKARTA, Joglo Jogia Dinas Pertanian dan Tata
- Laju pertumbuhan kawasan Ruang Kota Yogyakarta Pa-
kotaseolahtak bisaterelakkan Hal ~mungkas menyampaikan, luas
ini mengancam tergerusnya lahan  lahan pertanian Kota Yogya-
pertanian atau sawah di Kota Yo-  karta yang masuk dalam data
gyakarta yang berdasarkan data  Kementerian Dalam Negeri
survei terakhir tahun 2022 lalu ~ (Kemendagri) kurang lebih
hanya seluas 22 hektare. seluas 44 hektare.

Kepala Bidang Tata Ruang M Baca PERTANIAN... Hal Il

JANIKA IRAWANLIOGLO JOGIA

NIKMATI PEMANDANGAN: Terlihat tiga orang sedang nong-
krong sambil menikmati pemandangan sawah di Wirogunan,
Mergangsan, Yogyakarta.
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Pertanian Terancam Alih Fungsi Lahan

sambungan dari hal Joglo Jogja

Lahan ini seharusnya menjadi
areal yang dilindungi menyusul
aturan Lahan Pertanian Pan-
gan Berkelanjutan &PZB) yang
ditetapkan oleh Kementerian

ia dan Tata Ryang/Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Tetapi fakta di lapangan, Pa-
mungkas menyebut, berdasar-
kan survei terakhir yang dilaku-
kan bersama Direktorat Pengen-
dalian Tata Ruang pada 2022
lalu, ditemukan bahwa luasan 44
hektare tersebut sudah mengala-
mi penyusutan sebesar 20 pers-
en. Penyusutan ini di antaranya
akibat alih fungsi lahan menjadi
bangunan dan pekarangan.

“Artinya secara eksisting
sudah beralih fungsi. Sehing-

ga ketika dikalkulasi kembali,
dari 44 hektare dan diverifika-
si di lapangan, terhitung 22
hektare. Nah, 22 hektare ini
kemudian ditetapkanlah men-
jadi lahan sawah yang dilind-
ungi,” terang dia, Rabu (9/10).
Dia melanjutkan, mestinya
lahan sawah yang tersisa ini
tidak dapat beralih fungsi den-
gan kegiatan lainnya. Untuk
itu, dalam rencana tata ruang
Kota Yogyakarta, lahan sawah
yang dilindungi (LSDi) yang
akan dialih fungsikan wajib
mendapatkan Izin Perubahan
Penggunaan Tanah (IP2T).
“Tetapi, kalau dia (la anz
masuk LSDi mestinya tida
akan diterbitkan IP2T, apalagi

diterbit IMB atau persetujuan
bangunan gedung,” ujar dia.

Namun sebaliknya, lahan
22 hektare yang diperkirakan
sudah menyusut ini, faktanya
juga tidak menjadi lahan yang
akan dilindungi pemkot. Hal
ini menyusul apa yang dikata-
kan Pamungkas selanjutnya,
bahwa tata ruang Kota Yogy-
akarta tidak mengenal istilah
zona pertanian.

Menurut dia, alasan tidak
adanya zona pertanian ini ber-
dasarkan Undang-Undang Pe-
nataan Ruang-bahwa kawasan
perkotaan merupakan kawasan
non-pertanian. “Sehingga fung-
si utamanya itu jasa, perdagan-
gan dan sebagainya. Sehingga

kami tidak menetapkan zona
pertanian walaupun secara fak-
tanya masih ada,” jelasnya.
Lebih lanjut dia menyebut,
dalam Rencana Tata Ruang dan
Wilayah (RTRW) Provinsi DIY,
wilayah kabupaten/kota yang
tidak memiliki LP2B hanya Kota
Yogyakarta. “Makanya kami
memberanikan diri ketika mel-
akukan ploting peta pola ruang, -
kami tidak menentukan zona
pertanian. Tapi kegiatan pertani-
an boleh di mana pun. Misalnya,
orang punya lahan tapi masuk
zona permukiman, jika dia
mau bangun semacam kegiatan
pertanian boleh saja walaupun
kami tidak menetapkan zonan-
ya,”tandasnya. (nik/ree)
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